MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
. NOMOR 101 /PMK.02/2022
' TENTANG
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
KEBUTUHAN MENDESAK ATAS LAYANAN LEGALISASI APOSTILLE PADA
DOKUMEN PUBLIK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK
ASASI MANUSIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. " bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2)
| huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020
tentang Tata Cara Penetapan Tarif atas Jenis Penerimaan
Negara Bukan Pajak, dalam hal tertentu tarif atas jenis
Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari
pelayanan karena kebutuhan mendesak, - dapat diatur
dengan Peraturan Menteri Keuangan; |
b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun
2021 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan |
Persyaratan Legalisasi terhadap Dokumen Publik Asing,
perlu diselenggarakan layanan legalisasi Apostille pada
dokumen publik; _
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Keuangan tentang Jenis dan Tarif atas Jenis
Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak

atas Layanah Legalisasi Apostille pada Dokumeén Publik
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yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia;

Méngingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; |
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang

Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 tentang Tata

Cara Penetapan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara

Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2020 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6584);

6. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang

Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);

7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang

Pengesahan Convention Abolishing The Réquirement of

Legalisation for Foreign Public Documents (Konvensi

Penghapusan Persyaratan Legalisasi terhadap Dokumen

Publik Asing) (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6660);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.02/2021

tentang Tata Cara Penyusunan Usulén, Evaluasi Usulan,

dan Penetapan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan

Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 970);
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https://jdih.kemenkeu.go.id/api/AppMediaCatalogs/Download/9d9e91bd-e9f0-4e8c-86f1-c6841cf834f3
https://jdih.kemenkeu.go.id/api/AppMediaCatalogs/Download/ff63731a-9417-4f4f-adcf-127f3fa434ce
https://jdih.kemenkeu.go.id/FullText/2020/57TAHUN2020PERPRES.pdf
https://jdih.kemenkeu.go.id/download/9b0d8531-a43f-429c-bae0-2a95d03be71d/113~PMK.02~2021Per.pdf
https://jdih.kemenkeu.go.id/download/f0bbe69c-532a-43f7-8174-3be005556162/69TAHUN2020PP.pdf
https://jdih.kemenkeu.go.id/FullText/2018/9TAHUN2018UU.pdf
https://jdih.kemenkeu.go.id/download/70c5de14-b7c8-49ff-8b59-dc65ecf0201e/17TAHUN2003UU.pdf
https://jdih.kemenkeu.go.id/download/2afcf920-45b6-4e0c-b2f8-28c9d28d0f89/2TAHUN2021PERPRES.pdf

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
1031); '

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG JENIS DAN
TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
KEBUTUHAN MENDESAK ATAS LAYANAN LEGALISASI
APOSTILLE PADA DOKUMEN PUBLIK YANG BERLAKU PADA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.

Pasal 1

(1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak kebutuhan
mendesak atas peléyanan jasa hukum yang berlaku pada
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berasal dari
penerimaan layanan legalisasi Apostille pada dokumen’
publik.

(2) Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak dari
layanan legalisasi Apostille pada dokumen publik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar
Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per

dokumen.

Pasal 2 |
Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak kebutuhan
mendesak atas layanan legalisasi Apostille pada dokumen
publik yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia wayjib disetor ke Kas Negara.

Pasal 3
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

~ diundangkan.
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https://jdih.kemenkeu.go.id/download/a659847a-95b2-40b0-9da4-6972f9a151b1/118~PMK.010~2021Per.pdf
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juni 2022

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juni 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 594

Salinan sesuai dengan aslinya,
_Kepala Biro Umum

ke ub.
/= Kepala Bagian Administrasi Kementerian
L -
. MASSOEHARTO G
“NIP 196909221990011001
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